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Ada berbagai macam alas hak atas tanah. Dalam karyatulisini penulis hanya akan membahas kasus yang
terkait dengan alas hak yang berlaku di kalangan masyarakat di Bali yaitu Pipil. Pipil adalah Surat Tanda
Pembayaran Pajak sebelum Tahun 1960 yang oleh masyarakat di Bali di kenal sebagai alat bukti
kepemilikan hak atas tanah. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 700 PK/PDT/2011
adalah mengenal salah satu sengketa pertanahan di provinsi Bali, dimanaterdapat lebih dari satu pipil pada
objek tanah yang sama, dan masing masing pihak pemegang pipil mengklaim bahwa tanah adalah milik
pemegang pipil tersebut.

Selain itu kantor Wilayah pertanahan Provinsi Bali pada tahun 1991 telah mengeluarkan Surat Keputusan
dengan nomor SK.87/HP/BPN/1/Pd/1991 yang isinya menunjuk kantor Wilayah pertanahan Provinsi Bali
sendiri sebagai pemegang hak pakai pada tanah sengketa. Adapun pokok permasalahan pada karyatulisini
adalah Bagaimanakah kekuatan pipil sebagai alas kepemilikan hak atas tanah hak milik adat di Bali dan
Apakah Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No. 700 PK/Pdt/2011 Tahun 2011 penyelesaian
hukumnya telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pendekatan dalam penelitian ini dilakukan dengan
menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan problem solution atas pokok permasalahan.
Pendekatan yuridis normatif digunakan dengan maksud untuk mengadakan pendekatan terhadap masalah
dengan caramelihat dari segi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jenis data yang digunakan
adalah data sekunder yang diperoleh dari studi dokumen di perpustakaan yang berupa bahan hukum primer
dan bahan hukum sekunder.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, alas hak atas tanah
hak milik adat yang termasuk adalah pipil, dapat dijadikan sebagai dasar penerbitan sertipikat atas tanah dan
memiliki kekuatan pembuktian sepanjang data yang diterangkan di dalamnya mengandung kebenaran.
Sehingga alas hak atas tanah merupakan salah satu dasar bagi seseorang untuk dapat memiliki hak atas
tanah. Terhadap pokok permasalahan kedua, penulis berpendapat bahwa Putusan Peninjauan Kembali
Mahkamah Agung No. 700 PK/Pdt/2011 Tahun 2011 penyelesaian hukumnyatelah sesuai dengan peraturan
yang berlaku, sehingga memberikan kepastian serta perlindungan hukum kepada Penggugat atas
kepemilikan hak atas tanah hak milik.

...... There are different kind of Indigeneous Land Rights. The author in this study focuses on issues
partaining to Indigeneous Land Rights that is common in Baliand called Pipil. Pipil isaform of Farm
Produce Tax Receipt (Surat Pajak Hasil Bumi)or commonly known as "petuk pajak”, prior to the year of
1960. and has been widely recognized and accepted by people in Balias proof of land ownership. Judicial
review of the Supreme Court decision No. 700 PK/PDT/2011 is about one land disputes in the province of
Bali, where there is more than one object pipil on the same ground, and each party pipil holders claim that
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the land is owned by the pipil holder.

Besides Bali provincia office of the land areain 1991 had issued a decree in which it pointed
SK.87/HP/BPN/1/Pd/1991 number office land area of Bali itself as the holder of the right to use the disputed
land. The principal issue in this paper is How the power pipil asthe base land rights of indigenous property
rightsin Bali and Isjudicia review the Supreme Court verdict No.. 700 PK/Pdt/2011 Y ear 2011 legal
settlement in accordance with the applicable regulations.

The approach in this study by using a normative approach, the solution to the problem at issue. Normative
approach is used with the intent to hold the approach to the problem by looking at the terms of the
legislation in force. Type of data used is secondary data obtained from the study of the documentsin the
library in the form of primary legal materials and secondary legal materials.

Based on Government Regulation No. 24 Year 1997 on Land Registration, pedestal land rights, including
customary property rightsis pipil, can be used as the basis for the issuance of certificates of land and has a
strength of evidence throughout the data described in it contains the truth. So the title to land is one of the
bases for a person to be able to have rights to the land. Subject to the second permasalaha, enulis found
Reconsideration Decision Supreme Court. 700 PK/Pdt/2011 In 2011 legal settlement in accordance with
applicable regulations, so as to provide certainty and legal protection to the Plaintiff on the ownership rights
of land ownership.Based on Government Regulation No. 24 Year 1997 on Land Registration, Indigeneous
Land Rights(Alas Hak Atas Tanah) supported by true and well founded data, could become the basis for the
issuance of Land Certificate and considered strong evidence of land ownership in court.



